Serial Infografis: Survei Kekerasan Seksual dan Perkawinan Anak

1. PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG RUU P-KS MASIH MINIM

yang setuju
57.2% yang setuju

belum pernah mendengar apa itu

RUU P-KS Setuju

70-5 %

Mayoritas masyarakat masih belum mengetahui hal-hal yang diatur
dalam RUU P-KS. Masyarakat yang tidak setuju RUU PKS, selain
masih ada juga yang belum memahami isinya, mereka juga masih
menilai RUU P-KS sebagai RUU kontroversial karena isinya dianggap
bertentangan dengan agama seperti berpotensi melindungi kelompok
LGBT, legalisasi hubungan seks di luar nikah dan praktek aborsi, serta

kriminalisasi hubungan suami istri.

Tidak setuju

diberlakvkan

diberlakukan

Alasan tidak setuju

17.1%

menganggap RUU ini kontroversial

29.1%

>20% lainnya
masih belum memahami isi dari
RUU P-KS

n=2210
Sumber:
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***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210
responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan
demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi.
Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling
adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei
sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210
responden (margin of error 2 persen dari data populasi)



2. TEMPAT UMUM DIANGGAP LOKASI YANG PALING RENTAN KEKERASAN SEKSUAL

Di tem pat umum (taman, mall, stadion dil)
Di terminal/stasiun

Di pinggir jalan/trotoar

Di trans portasi publik

Di media massa/sosial

Di area tempat tinggal/kom plek

Di tem pat kerja /ka ntor

Masyarakat menganggap bahwa ranah publik adalah tempat yang
rawan terjadinya kekerasan seksual. Sementara itu tempat tinggal
dan tempat kerja dianggap sebagai tempat paling aman. Padahal,
berdasarkan Survei Sense of Justice MaPPl FHUI pada 2016
menemukan, mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang yang
dikenal korban yaitu; teman, pacar, keluarga, tetangga, kerabat, guru
dan lainnya-di lingkungan tempat tinggal korban. Pada tahun 2016,

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat,

62,4%
61,5%
59,4%
57.1%
45,7%
29,0%
n=2.210

23'8% Sumber:

Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender,
IJRS dan INFID, 2020

62 persen kekerasan seksual yang dialami anak-anak terjadi di

lingkungan terdekat; keluarga dan sekolah.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210
responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan
demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi.
Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling
adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei
sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210
responden (margin of error 2 persen dari data populasi)



3. LIMA DARI TUJUH MASYARAKAT PERNAH MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL SEMASA
HIDUPNYA

n=2210

5 dari 7 masyarakat menyebutkan pernah mengalami kekerasan
seksual baik pada dirinya sendiri, keluarga ataupun orang lain yang
dikenalnya, seperti teman, tetangga, kolega kantor dan sebagainya.
Hal ini membuktikan bahwa fenomena kekerasan seksual adalah
isu darurat di masyarakat kita. Data ini juga menunjukkan bahwa
kekerasan seksual masih banyak dialami dan dapat terjadi kepada
siapa saja, termasuk laki - laki. Temuan ini membuktikan bahwa

stereotipe tentang laki - laki sebagai maskulin, kuat, dan dominan

dialami laki-laki

Mengalami kekerasan seksual di
rumah

Sumber
Laporan Studi Kvantitalif Barometer Kesetaraan Gender,
IIRS dan INFID, 2020

juga bisa menjadi korban. Selain itu, kekerasan seksual ini juga masih

banyak terjadi ranah privat yang dianggap aman yaitu di rumah.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210
responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan
demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi.
Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling
adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei
sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210
responden (margin of error 2 persen dari data populasi)



4. PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TUGAS PEREMPUAN DI RANAH DOMESTIK

Mencar nafkah

Mematuhi swami

mengurus wusan svami dan anak

Mengurus urusan rumah tangga

n=2.2M0 Sunbe

24,1%

70,5%

Laporan Studl Kusnbtshf Bsromeber Kesefavaan Gender,

RS dan INFID, 2000

Data menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tentang kewajiban
mengelola rumah tangga masih dibebankan pada perempuan. Hanya
sedikit responden penelitian yang menyatakan bahwa perempuan
juga dapat bertugas mencari nafkah. Hal ini menguatkan bahwa
persepsi masyarakat masih memegang nilai-nilai ketidaksetaraan
gender. Padahal, perempuan dan laki-laki itu sama - sama, seharusnya
memiliki posisi setara, wajib saling menghormati satu sama lain serta

dapat membagi peran kewajiban urusan rumah tangga sesuai porsi,

bukan jenis kelamin.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210
responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan
demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi.
Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling
adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei
sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210
responden (margin of error 2 persen dari data populasi)



5. TAHUKAH MASYARAKAT KEMANA IA HARUS MELAPORKAN KEKERASAN SEKSUAL?

Tidak tahu
kemana
melapor

6.6%

Tahu kemana
melapor
93.4%

n=2210

Mayoritas responden telah mengetahui dan menentukan pihak mana
yang dituju untuk melaporkan kasus Kekerasan Seksual (KS). Polisi
sebagai aparatur negara adalah salah satu pelaksana penting dalam
penanganan KS. Kepolisian dapat memberikan jaminan keamanan
bagi korban dan/atau saksi serta memberikan informasi hukum.
Keluarga, sebagai opsi kedua yang dipilih kerap menjadi sarana
awal bagi korban untuk mendapatkan dukungan psikologis, maupun

dukungan lainnya. Pihak keluarga juga dapat berperan mengantar

Pengetahuan masyarakat

terkait pihak untuk melapor

43.8%
akan melapor ke Polisi jika
mengalami KS

41.6%

akan melapor ke Keluarga jika
mengalami KS

Sumber:
Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender,
IJRS dan INFID, 2020

korban ke pusat layanan krisis, LBH, rumah sakit, dll. Di dalam tahap
persidangan, keluarga juga dapat dipilih korban sebagai pendamping

dalam proses pemeriksaan.

***Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210
responden yang mencakup wilayah ibukota, kotamadya dan kabupaten. Dengan
demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi.
Responden survei dipilih secara multistage cluster sampling di mana unit sampling
adalah cluster sample dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh cluster survei
sebelumnya, didapatkan data populasi yang akhirnya diambil sample sejumlah 2.210
responden (margin of error 2 persen dari data populasi)



6. MENURUT MASYARAKAT: KEKERASAN SEKSUAL ITU TERJADI KARENA SALAH KORBAN!

Tidak adanya keamanan di tempat tsb
Genit/centil/suka menggoda
Menggunakan pakaian terbuka

Suka foto dengan pakaian seksi

Tidak bisa menjaga dirinya sendiri
Sering keluar malam

Lemah/tidak bisa melawan/minta tolong
Kurangnya informasi

Tidak adanya aturan pemerintah

Tidak menggunakan kerudung

Dariseluruh responden yang disurvei, masyarakat memiliki pandangan
yang menyalahkan korban (victim blaming), bahwa kekerasan seksual
dapat terjadi akibat perilaku maupun pilihan hidup korban. Mayoritas
responden beranggapan bahwa kekerasan seksual salah satunya
disebabkan karena korban bersikap genit/centil/suka menggoda,
menggunakan pakaian terbuka, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan
bahwa persepsi masyarakat masih cenderung menyalahkan seksualitas
korban, khususnya jika perempuan/anak perempuan sebagai korban.

Beban kesalahan yang dialami korban seringkali karena mereka

n=2.210
Surnbs
Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender,
IJRS dan INFID, 2020

dianggap melanggar norma atau berseberangan dengan pemahaman
umum, bahkan agama. Fenomena ini menjadi salah satu hambatan
bagi korban dalam mengakses keadilan baginya, karena tidak hanya
masyarakat umum, bahkan aparat penegak hukum dan pejabat publik
juga kerap mengeluarkan selentingan serupa. Padahal, Hollaback!
Jakarta, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia dan Perkumpulan Lintas
Feminis Jakarta pada 2019 menemukan bahwa mayoritas perempuan

korban pelecehan seksual saat mengenakan pakaian tertutup.



7. MAYORITAS PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TIDAK MEMPEROLEH PENYELESAIAN

Tidaek ada penyelesdan
Membayar sejumloh vang
Menikah dengan pelaku
Berdomai/kekelvargaan

Pelaku dipenjara

n=1.586
Sumber:
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I

26,2%

23,8%

19,2%

upom; Studi Kuantitalif Baromeler Kesetaraan Gender,

LIRS dan INFID, 2020

Dari 71.8% responden yang pernah mengalami kekerasan seksual baik
padadirinyasendiri,keluargamaupunorang yang dikenalnya, sebanyak
57% responden mengaku tidak mengalami adanya penyelesaian
kasus, 39% sisanya mengaku pelaku membayar sejumlah uang dan
26% responden menjawab akhirnya menikah dengan pelaku. Bahkan
terdapat 23% responden yang mengakui adanya opsi berdamai/
kekeluargaan sebagai jalan yang dipilih dalam menyelesaikan kasus
Kekerasan Seksual (KS).

Temuan di atas menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan

seksual belum fokus pada kebutuhan korban dan rehabilitasi
pelaku. Dengan adanya opsi-opsi non-formal di atas, permasalahan
kekerasan seskual yang dialami korban dianggap selesai. Padahal,
ada kepentingan korban yang jauh lebih penting, seperti pemulihan
atas dampak psikologis, fisik, maupun ekonomi. Untuk itu, sangat
diperlukan jaminan perlindungan atas hak penanganan dan pemulihan
bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Melalui RUU PKS,
diharapkan kasus kekerasan seksual dapat memperoleh penanganan
yvang tepat agar terakomodasinya kebutuhan korban dan terciptanya

akses keadilan yang nyata bagi mereka.



8. MENGAPA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ENGGAN MELAPOR?

Tidak menjawab
0,1% ——

Melapor
42,6%

n=1.586
Sumber:

Alasan bagi yang tidak melapor:

33,5'% Takut

29,00/0 Malu

23 : 5% Tidak tahu melapor kemana
1 3,5%} Merasa bersalah

Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender,
LIRS dan INEID 20720

Dari seluruh responden yang pernah mengalami kekerasan seksual baik pada dirinya
sendiri, keluarga maupun orang yang dikenalnya, lebih dari setengahnya memutuskan
untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini dikarenakan adanya
hambatan psikologis seperti takut, malu, serta adanya rasa bersalah/menyalahkan
diri sendiri atas apa yang ia alami. Para korban ini juga mengakui masih kurangnya

pengetahuan dan informasi mereka terkait mekanisme pelaporan.

Alasan-alasan tersebut dapat dikarenakan adanya stigma negatif yang diberikan
kepada korban, khususnya perempuan sehingga melahirkan sikap-sikap di masyarakat
yang menyalahkan korban, baik dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh

karena itu, korban merasa tidak menemukan tempat yang aman dan mendukung

pemenuhan akses keadilannya. Padahal, siapapun korban seharusnya mendapatkan

dukungan yang baik dari lingkungan.

Menurut temuan West Coast LEAF Vancouver, banyak korban kekerasan seksual yang
juga enggan melapor karena khawatir atas minimnya perlindungan identitas bagi
korban, sehingga mereka takut akan tersebarnya informasi tentang perkaranya yang

mungkin berdampak pada kesehatan mental dan kondisi finansial mereka.



9. HUKUMAN UNTUK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL, PENJARA SAJA?

Hukuman rendah (1
tahun) penjara;
3,1% \ |

¥
Hukuman
sedang (5-10
tahun) penjara; w
15,4% -

.5_Tidak menjawab;
0,1%

Tidak dihukum;
0,7%

n=2.210

Sumber:
Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender,
IJRS dan INFID, 2020

+ 56,30/0 setuju hukuman tambahan yaitu Bayar denda/ganti rugi
31 ,7'% setuju hukuman tambahan yaitu Rehabilitasi

Dari seluruh responden yang disurvei, mayoritas telah sepakat untuk
memberikan hukuman pidana berat selama 10-15 tahun penjara bagi
pelaku kekerasan seksual. Selain itu, mayoritas responden juga setuju
untuk memberikan hukuman tambahan selain penjara seperti denda
atau mekanisme ganti rugi lainnya. Di sisi lain, 31.7% responden menilai

bahwa pelaku harus diberikan rehabilitasi atas apa yang ia lakukan.

Melalui data tersebut, maka solusi pemidanaan bagi pelaku kekerasan

seksual dapat bervariatif dan tidak fokus pada penjara saja, tetapi juga
pada pemulihan ekonomi maupun psikologi. Hal ini dapat menjadi
perhatian bagi pemangku kebijakan untuk mendorong studi lanjutan
untuk pedoman pemidanaan pada kasus kekerasan seksual dengan

semangat kepentingan korban.



10. KRIMINALISASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, APAKAH PERLU?

“wl I

Tidak perlu Tidak perlu
menghukum menghukum kerban
korban apabila yang hamil karena
melukai pelaku kekerasan seksual
karena dan
membela diri menggugurkannya

Dari seluruh responden yang disurvei, mayoritas responden setuju
untuk tidak memidanakan korban kekerasan seksual yang membela
diri dengan perlawanan fisik dan melukai pelaku. Sebaliknya, terkait
pemidanaan bagi korban yang melakukan aborsi atas kehamilan
akibat kekerasan seksual, responden terbagi menjadi dua kubu. Hal
ini dapat menjadi refleksi pada pengalaman WA, gadis asal Jambi
yang melakukan aborsi namun kemudian dibebaskan oleh Pengadilan
Tinggi (PT) Jambi. Di sisi lain, aborsi masih dianggap sebagai sesuatu
yang tabu dan kerap menimbulkan pro-kontra antara hak hidup dan

hak kesehatan seksual & reproduksi serta pertimbangan aspek agama.

n=2.210
Tidak periu Sumber:
menghukum Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender,
korban yang 1JRS dan INFID, 2020
menyebarkan
foto/rekaman/
chat bukti
kekerasan
seksual

Sementara itu, mayoritas responden setuju untuk tidak memidanakan
korban kekerasan seksual yang mengungkapkan pengalamannya
dalam media elektronik. Hal ini dapat dilihat juga pada kasus
yang dialami Baig Nuril asal Mataram yang digugat dengan pasal
pencemaran nama baik. Seiring dengan besarnya gelombang #MeToo,
pilihan untuk berani menyuarakan pengalaman atas kekerasan
seksual semakin marak di dunia maya. Namun, nyatanya para korban
kekerasan seksual di Indonesia justru masih dihantui dengan ancaman
pasal karet pada UU ITE terhadap mereka yang bersuara dengan

media elektronik.



1. MENURUT MASYARAKAT: ANAK PEREMPUAN BOLEH SAJA MENIKAH DI BAWAH UMUR.
KALAU ANAK LAKI-LAKI, NANTI DULU!

43,9%
62,0%
56,1%
38,0%
Anak perempuan Anak laki-laki
menikah di bawah menikah di bawah
19 tahun 19 tahun

Dari seluruh responden yang disurvei, mereka cenderung untuk
permisif terhadap fenomena anak perempuan menikah di bawah umur
ketimbang anak-laki-laki. Hal ini berkaitan dengan stereotip gender,
vaitu anak perempuan yang erat dengan kewajiban domestiknya,
dikawinkan untuk menghindari zina, dan adanya harapan agar ada
yang mengurus. Bagi anak laki-laki, mereka tidak dikawinkan dengan
alasan belum cukup secara finansial dan belum mampu memimpin
keluarga. Kedua hal ini menunjukkan ketimpangan pembagian peran
bagi anak perempuan dan laki-laki yang seharusnya bersama-sama
mengemban hak untuk menikmati masa tumbuh kembang tanpa

khawatir masalah rumah tangga.

n=2210

Sumber:
Laporan Studi Kuantitatif Baromeler Kesetaraan Gender,
IJRS dan INFID, 2020

Selain itu, menurut PUSKAPA (2020), masih ada pandangan bahwa
pendidikan bagi anak perempuan hanya pada pendidikan dasar.
Banyak orang tua memilih menyekolahkan anak laki-lakinya ketimbang
anak perempuannya karena anak perempuan dianggap beban
ekonomi bagi keluarga. Sehingga, demi keluar dari masalah ekonomi,
anak perempuan lebih baik dikawinkan. Padahal, pada akhirnya
banyak anak perempuan mengalami kesulitan akses pengetahuan
dan menghadapi beban ganda dalam rumah tangga mereka, seperti
harus mengurus anak, menjalankan tugas rumah tangga, sekaligus

bekerja untuk menambah penghasilan keluarga.



12. ALASAN YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENIKAHKAN ANAK DI BAWAH UMUR

Anak sudah hamil

Anak sudah berhubungan seksval
Anak sudah meminta menikah
Anak saling mencintai

Anak sudah memiliki vang sendiri

n=2210

Sumber:

.llporlr; Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender,
1JRS dan INFID, 2020

Dari seluruh responden yang disurvei, mayoritas responden
menganggap jika anak sudah hamil dan berhubungan seksual maka
harus segera dinikahkan meskipun usianya di bawah umur. Hanya
sedikit responden yang menyebutkan kesiapan finansial (23,2%),
keinginan untuk menikah (28,5%) dan perasaan antara kedua calon
mempelai (26,1%) sebagai alasan dalam mengawinkan anak. Hal
ini juga sejalan dengan temuan AIPJ2 (2019) dalam riset terhadap
putusan dispensasi kawin, di mana masih banyak Hakim yang
mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan dengan
mempertimbangkan alasan-alasan seperti kehamilan, riwayat seksual,
dan bahkan juga dianggap adanya risiko melanggar nilai-nilai agama

dan sosial.

Padahal, akar permasalahan perkawinan anak bukan hanya soal
penguatan nilai atau norma sosial dan agama. Namun, karena akses
pengetahuan hak dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi,
konsep otoritas atas tubuh, konsep consent dan lain sebagainya,
yang hingga saat ini masih dianggap tabu. Karena itu, kehamilan tidak
diinginkan kerap terjadi dan banyak berdampak pada kesehatan anak
(khususnya anak perempuan), seperti kematian ibu dan anak, rusaknya
organ reproduksi, serta berpotensi mengalami kekerasan dalam
rumah tangga dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Fenomena
di atas menunjukkan bahwa alasan-alasan yang digunakan untuk
membenarkan terjadinya perkawinan anak masih belum menjunjung

prinsip kepentingan terbaik bagi anak.



13. MAYORITAS MASYARAKAT TAHU RISIKO PERKAWINAN ANAK, TAPI MENGAPA MASIH
DILAKUKAN?

62,4%

Setuju jika perkawinan
anak rentan KDRT

Sumber:

52,4%

Setuju jika perkawinan anak
dapat menimbulkan potensi
meninggal dunia saat
melahirkan

n=2.210

55,6% |

Setuju jika perkawinan anak

dapat menimbulkan potensi

keguguran kaena tidak kuat
rahimnya

Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender,
IJRS dan INFID, 2020

Dari seluruh responden yang disurvei, mayoritas responden setuju dan
mengetahui tentang dampak-dampak perkawinan anak, khususnya
pada aspek kesehatan reproduksi dan sosial anak perempuan seperti
bahwa perkawinan anak rentan KDRT (62,4%) dan berpotensi
menimbulkan keguguran (52,4%) hingga kematian (55,6%). Meskipun
mayoritasresponden mengetahuirisiko dan dampak buruk perkawinan
anak terhadap masa depan anak, pada temuan sebelumnya justru
menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju jika anak terlanjur
hamil dan berhubungan seksual, harus segera dinikahkan berapapun
usianya. (lihat bit.ly/Pernikahan-Di-Bawah-Umur)

Adapun dampak perkawinan anak tidak hanya menyasar pada

kesehatan maupun sosial, tetapi juga pendidikan, psikologis
dan ekonomi. Oleh karena itu, Hakim dalam proses pemeriksaan
dispensasi kawin diharapkan dapat mengingatkan pihak pemohon
dan menggali sudut pandang anak tentang rencana pendidikan,
adanya unsur tekanan, serta kesadaran anak akan dampak dan
permasalahan lainnya yang mungkin timbul dalam perkawinan anak.
Dari segi masyarakat pun, perlu dipahami bahwa kehamilan dan seks
di luar nikah pada anak seharusnya tidak berkorelasi pada penilaian
moral dan agama seperti menyebabkan rasa malu, dosa dan lainnya.
Melainkan penekanan pada aspek keselamatan organ reproduksi

anak.



14. MASIH ADA YANG TIDAK SETUJU PERKAWINAN DIATUR OLEH NEGARA. MENGAPA?

beranggopan

Pernikahan adalah urusan
pribadi, jika sudah siap dan
ada jedoh maka tidak perlu
memandang usia untuk
menikah

beranggapan
Urusan pernikahan lebih baik
diatur dalam agama

beranggapan

Mempersulit pernikahan bagi
mereka yang hamil duluan,
atau ingin menghindari zina

beranggapan
Urusan pernikahan lebih baik
diatur dalam adal setempat

Dariseluruhrespondenyangdisurvei, mayoritas responden menyetujui
adanya pembatasan usia kawin (64,3%). Hal ini merupakan sinyal
bagus sebagai dukungan pencegahan perkawinan pada kebijakan
perubahan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Namun, terdapat juga
responden yang tidak menyetujui upaya pembatasan usia, yaitu
sebanyak 35.4%. Responden yang tidak setuju ini beralasan bahwa
perkawinan adalah urusan pribadi masing-masing manusia, asalkan
anak dan calon mempelainya siap menjalani karena jodoh tidak

memandang usia (51,4%). Selain itu, alasan lainnya adalah urusan

n=2210
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perkawinan lebih baik diatur agama saja dan tidak adanya larangan
perkawinan anak dalam agama (23,4%) . Alasan-alasan lainnya adalah
seperti, pembatasan usia adalah upaya yang justru mempersulit pihak
yang telah hamil atau ingin menghindari pelanggaran nilai agama
(11,8%) dan usia perkawinan sebaiknya diatur oleh aturan adat atau
hukum di masyarakat (4,9%).



